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Abstrak
 

Sejak deregulasi dekade 80 an, perkembangan industri leasing sangat menggembirakan sampai saat ini.

Industri leasing membantu pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas pemilikan barang modal kepada lessee,

itu sebabnya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong

bertumbuhnya industri leasing (SGU). SGU telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh

capital equipment dan menambah modal kerja. Oleh sebab itu, penulis merasa terdorong untuk memilih

meneliti dan melakukan kajian terhadap ?Kebijakan Perpajakan Atas Penghasilan Khususnya PPh

Perusahaan Leasing (SGU) Berdasarkan Azas-azas Perpajakan: Studi Kasus pada PT X Tbk.?

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pendapat para ahli tentang azas-azas perpajakan khususnya

perpajakan atas penghasilan dari transaksi leasing, apakah peraturan pelaksanaan di bidang SGU sudah

sesuai dengan ketentuan pokok yang terdapat di dalam UU PPh yang berlaku sekarang, apabila terdapat

ketidaksesuaian upaya apa yang dapat di lakukan agar peraturan pelaksanaan itu Iebih sesuai dengan

ketentuan pokok dalam UU. Tipe penelitian yang di pakai dalam tesis ini adalah metode deskriptif analisis

yaitu menguraikan data hasil penelitian dan melakukan analisis untuk dapat menarik kesimpulan dan

memberikan saran-saran yang menurut pendapat penulis seyogyanya di ajukan. Transaksi leasing terjadi

berdasarkan suatu perjanjian di para pemilik barang modal (lessor) menyerahkan barang modal kepada

(lessee) untuk di manfaatkan, dengan sejumlah imbalan kepada lessor yang telah di sepakati bersama

sebagai penghasilan bagi lessor dan biaya pada lessee. UU PPh yang berlaku sekarang tidak memberi

rincian tentang tatacara pengakuan penghasilan serta biaya-biaya yang di perkenankan untuk di kurangkan

dari penghasilan dari kegiatan usaha leasing. Agar penghasilan dari kegiatan sewa guna usaha (SGU) di

dasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UU, serta permasalahan SGU dalam hal default mendapat

kepastian hukum bagi perusahaan industri leasing dan pemberian fasilitas SGU oleh lessor kepada lessee

sesuai dengan peraturan, serta pencatatan akuntansi di dasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku secara

universal, maka disarankan agar pemerintah mengganti KMK tersebut dengan PP dan menerbitkan juklak

yang di perlukan secepat mungkin. Juga agar Ditjen Lembaga Keuangan dan Ditjen Pajak mengawasi

kegiatan leasing secara berkala untuk memastikan supaya peristiwa seperti default dicatat bukan sebagai

Aktiva tetapi akun Tagihan Dalam Proses Hukum agar sesuai dengan PAI maupun prinsip akuntansi yang

berlaku secara universal.
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